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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123 /PMK.010/2018
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme, pilihan
pengembangan karier, serta efektivitas dan kinerja
organisasi, khususnya pada unit kerja di lingkungan
Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas
melaksanakan analisis, perumusan, dan penetapan
aturan atau kebijakan, perlu menggunakan Jabatan
Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian
Keuangan;

b. bahwa pengaturan pelaksaanaan penggunaan Jabatan
Fungsional Analis Kebijakan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun
2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka
Kreditnya, belum dapat mengakomodir kebutuhan terkait
penggunaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di

lingkungan Kementerian Keuangan;
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Mengingat

bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu
menyusun pengaturan lebih lanjut terkait dengan tata
kelola, pembinaan, pelaksanaan tugas, mekanisme kerja,
penilaian kinerja, dan standar kompetensi Jabatan
Fungsional Analis Kebijakan;

bahwa melalui surat Nomor 2075/D.1.4/JFT.06 tanggal
25 Mei 2018, Lembaga Administrasi Negara selaku
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
telah memberikan persetujuan penyusunan pengaturan
penggunaan jabatan fungsional Analis Kebijakan di
lingkungan kementerian keuangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan

Kementerian Keuangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.01/2014
tentang Pedoman Pembentukan dan Penggunaan Jabatan
Fungsional Tertentu di Lingkungan Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 172);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1926) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri
Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Kajian dan Analisis Kebijakan adalah kegiatan mengkaji
dan menganalis kebijakan sebagai bahan rekomendasi
bagi pimpinan dalam mengambil keputusan dengan
menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme,
akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektivitas.

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang selanjutnya
disingkat JFAK adalah jabatan fungsional tertentu yang
mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk
melaksanakan Kajian dan Analisis Kebijakan dalam
lingkungan Kementerian Keuangan.

Pejabat Fungsional Analis Kebijakan yang selanjutnya
disebut Analis Kebijakan adalah Pegawai Negeri Sipil
yang diangkat dalam JFAK.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan
tinggi pada instansi pemerintah.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan jangka
menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas dan fungsi, yang disusun dengan

menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka
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10.

11.

12.

13.

14.

Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementerian
Keuangan.

Rencana Kerja Unit adalah dokumen perencanaan yang
dibuat oleh unit kerja Eselon II tempat Analis Kebijakan
berkedudukan meliputi daftar isu kajian dan analisis
yang akan dilakukan oleh Analis Kebijakan, serta
penentuan target waktu penyelesaiannya.

Program Prioritas Nasional adalah program dalam
dokumen Rencana Kerja Pemerintah yang menjadi
prioritas pembangunan nasional.

Kelompok Analis Kebijakan adalah pengelompokan Analis
Kebijakan berdasarkan ruang lingkup tema/topik kajian
atau analisis kebijakan dalam suatu unit kerja Eselon II.
Tim Kerja adalah pengelompokan Analis Kebijakan
berdasarkan ruang lingkup subtema/topik kajian atau
analisis kebijakan dalam suatu kelompok kerja.

Tim Penilai Instansi Analis Kebijakan Kementerian
Keuangan yang selanjutnya disebut TPI adalah tim
penilai yang melakukan penilaian dan membantu
pimpinan instansi pemerintah pusat atau pejabat
pimpinan tinggi pratama di lingkungan instansi
pemerintah pusat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi
pemerintah pusat.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang
harus dicapai oleh pejabat fungsional Analis Kebijakan
dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier yang
bersangkutan.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang
dimiliki oleh  Aparatur Sipil Negara mencakup
pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara
profesional, efektif dan efisien.

Standar Kompetensi JFAK adalah kemampuan minimal
yang harus dimiliki oleh seorang Analis Kebijakan untuk
dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan

wewenangnya secara profesional, efektif, dan efisien.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan
dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang
teknis jabatan.

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau
mengelola unit organisasi.

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman
berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan
kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip,
yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk
memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan
jabatan.

Assessment Center adalah penilaian berbasis kompetensi
dengan melibatkan beragam teknik evaluasi, metode, dan
alat ukur yang dilakukan terhadap pegawai.
Rekomendasi adalah pendapat dan saran/usulan yang
disusun berdasarkan hasil analisis dan/atau evaluasi
kepada pimpinan/atasan untuk dilaksanakan/
ditindaklanjuti, dalam rangka peningkatan mutu
penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap
Pegawai Negeri Sipil pada satuan organisasi sesuai
dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah unsur kontrak kinerja yang paling sedikit berisi
indikator kinerja utama dan target yang harus dicapai
oleh pegawai.

Capaian Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat CKP
adalah nilai capaian indikator kinerja utama pada

kontrak kinerja dari tiap-tiap pegawai.



